
 

 

BUPATI MAROS 
 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS 
NOMOR 7 TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAROS, 
  

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 
Anggaran 2014. 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569); 
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 



  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 
  12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

  13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570);   

  14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

  15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

  17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
  18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
  19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);   
  20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

  22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

  23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  24.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 
1); 

  25.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros 

(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 
07);  

  26.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Maros Tahun 2013 Nomor 10); 



  27.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 14). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS 

dan 

BUPATI MAROS 
 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya 
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Maros. 

4. Bupati adalah BupatiMaros. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pertanggungjabawan Pengelolaan Keuangan Negara adalah penyampaian 

laporan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi 
prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar 
akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. 

7. Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disebut LRA adalah merupakan 
salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan 

informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara 
tersanding untuk suatu priode tertentu. 

8. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu periode tertentu. 
9. Laporan Arus Kas selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang 

menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 

tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset 
non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran. 

10. Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disebut CALK adalah 
penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis atas nilai (angka) suatu 
pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Catatan tersebut juga 



berisi informasi tentang kebijakan akuntansi dan pengungkapan-
pengungkapan lain yang diperlukan. 

11. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak 
perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

12. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembiayaannya 
kembali oleh pemerintah.  

13. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu 
periode pelaporan. 

14. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu 
periode pelaporan. 

15. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah yang perlu 

dibayar atau akan diterima kembali, yang ditujukan untuk menutup 
deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. 

16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib 
kapada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi . 
19. Aset adalah kas dan sumber daya lainnya. 
20. Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan segera 

dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka 
waktu dua belas bulan atau satu tahun. 

21. Aset non lancar adalah aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak 
berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk 
kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum. 

22. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. 

23. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. 

24. Silpa adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan 
pengeluaran selama satu periode pelaporan. 

 

BAB II 
PERTANGGUNG JAWABAN 

 
Pasal 2 

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 
memuat : 
a. laporan realisasi anggaran 

b. neraca 
c. laporan arus kas; dan 

d. catatan atas laporan keuangan 



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 
 

Bagian Kesatu 

Laporan Keuangan 
 

Pasal 3 
 

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu :  
a. Pendapatan Rp.       996.256.583.449.95 

b. belanja Rp.       966.872.120.387.00 
surplus / (defisit) Rp.         29.384.463.062.95 

c. pembiayaan  
   - Penerimaan Rp.            6.336.571.353.84 
   - Pengeluaran Rp.          16.216.096.487.00 

 surplus / (defisit) Rp.          (9.879.525.133.16) 
d. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

   - Saldo akhir Kas di kas Daerah Rp.         17.998.001.029.79 
   - Saldo akhir Kas di kas Bendahara JKN Rp.           1.506.936.900.00 
     (SiLPA) Rp.         19.504.937.929.79 

 
(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.(47.273.352.242.1) dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran pendapatan 

 Setelah perubahan Rp.     1.043.529.935.692.00 
2. realisasi Rp.        996.256.583.449.95 
 selisih lebih/(kurang) Rp.        (47.273.352.242.05) 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp.(90.917.935.659.84) dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp.     1.057.790.056.046.84 

2. realisasi Rp.        966.872.120.387.00 
 selisih lebih/(kurang) Rp.        (90.917.935.659.84) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp.43.644.583.417.79 dengan rincian sebagai berikut: 
1. surplus/defisit setelah perubahan Rp.        (14.260.120.354.84) 

2. realisasi Rp.         29.384.463.062.95 
 selisih lebih/(kurang) Rp.         43.644.583.417.79 

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah 
Rp.(38.000.000.000.00) dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran penerimaan pembiayaan 

 setelah perubahan Rp.          44.336.571.353.84 
2. realisasi Rp.           6.336.571.353.84 
 selisih lebih/(kurang) Rp.        (38.000.000.000.00) 

e. Selisih anggaran dengan Pengeluaran Pembiayaan sejumlah 
Rp.(13.860.354.512.00) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran pembiayaan 
 Setelah perubahan Rp.          30.076.450.999.00 
2. realisasi Rp.          16.216.096.487.00 

 selisih lebih/(kurang) Rp.        (13.860.354.512.00) 
f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah 

Rp.24.139.645.488.00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran pembiayaan netto 
 Setelah perubahan Rp.          14.260.120.354.84 

2. realisasi Rp.          (9.879.525.133.16) 
 selisih lebih/(kurang) Rp.          24.139.645.488.00 



Pasal 4 
 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 
Desember Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. jumlah asset Rp.     1.187.493.652.617.00 
b. jumlah kewajiban Rp.          28.258.088.343.24 
c. jumlah ekuitas dana Rp.     1.159.235.564.274.16 
 

Pasal 5 
 

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan Desember Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. saldo Kas awal per 1 Januari 2014 Rp.           6.336.322.876.84 
b. arus Kas dari aktivitas operasi Rp.        325.669.925.511.95 
c. arus Kas dari aktivitas investasi aset 

 Non-keuangan Rp.      (297.822.399.349.00) 
d. arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp.        (16.215.848.010.00) 

e. arus Kas dari aktivitas Non-anggaran Rp.      0,00 
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2014 Rp.          19.504.937.929.79 
 

Pasal 6 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf d tahun 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
 

Bagian Kedua 
Lampiran Atas Laporan Keuangan 

 

Pasal 7 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

a. Lampiran I : LRA; 
 Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja 

dan pembiayaan 
 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah; 
 Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; 
 Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

 Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah; 

 Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 
lainnya; 

 Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran berikutnya; 

 Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan 
 Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

b. Lampiran II : Neraca; 

c. Lampiran III : LAK; 
d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan. 



Pasal 8 
 

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini terdiri dari: 
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; 
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah 

dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 9 
 

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 10 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros 

 
   Ditetapkan di Maros 

   Pada tanggal. 7 Juli 2015 
 
   BUPATI MAROS, 

 
      ttd 
 

   M. HATTA RAHMAN 
Diundangkan di Maros 

Pada tanggal, 7 Juli 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
 ttd 

 
B A H A R U D D I N 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR 7 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN 
 

 
 
AGUSTAM,S.IP,M.Si 

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) 
Nip    : 19730820 199202 1 001 

 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 7 TAHUN 2015 


